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I. Pendahuluan 

Dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Fakultas Pertanian 

Unhas melaksanakan survei persepsi masyarakat. 

Survei ini bertujuan untuk mengukur: 

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 

2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) 

Hasil survei digunakan sebagai indikator keberhasilan reformasi birokrasi serta sebagai bahan 

evaluasi dalam peningkatan pelayanan publik. 

Tujuan 

1. Mengukur tingkat integritas unit kerja 

2. Menilai kualitas pelayanan publik 

3. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan 

4. Mendukung pemenuhan komponen hasil dalam pembangunan Zona Integritas 

 

 

Skala Penilaian 

Skala Likert 1–4 digunakan sebagai berikut: 

Skor Kategori 

1 Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Baik 

2 Tidak Setuju/Kurang Baik 

3 Setuju/Baik 

4 Sangat Setuju/Sangat Baik 

 

Rentang Interpretasi Rata-rata (Mean) 

 1.00 - 1.75: Sangat Tidak Setuju / Sangat Tidak Baik 

 1.76 - 2.50: Tidak Setuju / Kurang Baik 

 2.51 - 3.25: Setuju / Baik 

 3.26 - 4.00: Sangat Setuju / Sangat Baik 



2 
 

II. Hasil Survei  

 

Survei persepsi ini dilakukan setiap triwulan sebagai pemenuhan nilai komponen hasil dalam 

pembangunan Zona Integritas. Setiap triwulan unit kerja mengumpulkan minimal 30 responden 

untuk mengisi survei persepsi tersebut. Pada periode triwulan 1 (satu), Fakultas Pertanian 

mengumpulkan sebanyak 35 responden yang telah mengisi survei. 

 

A. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 

 

Unsur Penilaian IPAK 

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit kerja ini 

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini 

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku 

pada unit layanan ini 

4. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini 

5. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini 

Hasil Perhitungan IPAK 

No Pertanyaan Nilai Rata-rata 

1 Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit kerja ini 3,83 

2 
Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan 

pelayanan pada unit layanan ini 
3,83 

3 Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas 

diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini 
3,86 

4 
Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit 

layanan ini 
3,86 

5 
Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan 

ini 
3,86 

Nilai IPAK 3,85 

 

Interpretasi Nilai 

 Nilai IPAK sebesar 3,85 berada pada kategori SANGAT BAIK. 

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai unit kerja telah: 

 Bebas dari praktik pungutan liar 

 Tidak terdapat praktik percaloan 

 Transparan dalam pembiayaan layanan 

 Memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif 
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Tindak Lanjut 

 Penguatan pengawasan internal 

 Optimalisasi kanal pengaduan (SP4N-LAPOR!) 

 Sosialisasi budaya anti korupsi secara berkala 

 

B. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) 

 

Unsur Penilaian IPAK 

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun 

media non elektronik 

2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang 

ditetapkan unit layanan ini 

3. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah 

digunakan/diakses 

4. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan sudah baik 

5. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 

unit layanan 

6. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan 

Bapak/Ibu dengan cepat 

7. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan 

8. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit 

layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan 

9. Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang 

ditetapkan 

 

Hasil Perhitungan IPAK 

No Pertanyaan Nilai Rata-Rata 

1 

Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia 

melalui media elektronik maupun media non 

elektronik 

3,86 

2 

Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima 

Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan 

ini 

3,8 

3 
Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan 

unit layanan ini mudah digunakan/diakses 
3,74 

4 
Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan 

dan keramahan sudah baik 
3,86 

5 
Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan 
3,77 
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No Pertanyaan Nilai Rata-Rata 

6 

Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit 

layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan 

cepat 

3,66 

7 
Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan 

ini mudah diikuti/dilakukan 
3,86 

8 
Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem 

pelayanan online yang disediakan unit layanan ini 

memberikan kenyamanan/mudah digunakan 

3,83 

9 
Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan unit layanan 

ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan 
3,86 

Nilai IPKP 3,80 

 

Interpretasi Nilai 

Nilai IPKP sebesar 3,80 berada pada kategori SANGAT BAIK. 

Aspek dengan nilai tertinggi: 

 Informasi pelayanan 

 Perilaku petugas 

 Prosedur/alur pelayanan 

 Tarif/biaya pelayanan 

Aspek yang perlu peningkatan: 

 Respon petugas pelayanan 

 Layanan konsultasi mudah diakses 

 

ANALISIS KOMPONEN HASIL ZONA INTEGRITAS 

Berdasarkan hasil survei: 

Indikator Nilai Kategori 

IPAK 3.85 Sangat Setuju/Sangat Baik 

IKM 3.80 Sangat Setuju/Sangat Baik 
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Hasil ini menunjukkan bahwa unit kerja telah memenuhi indikator Komponen Hasil dalam 

pembangunan Zona Integritas, khususnya pada aspek: 

 Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 

 Peningkatan kualitas pelayanan publik 

 

Tampilan Survei pada Aplikasi https://inspirasidikti.kemdiktisaintek.go.id/  

 

https://inspirasidikti.kemdiktisaintek.go.id/
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III. Penutup 

Demikian laporan hasil survei ini disusun sebagai dokumen dukung pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM dan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan 

public pada Fakultas Pertanian Unhas. 

       

Makassar, 20 Februari 2026 
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